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Abstrak: Penelitian pustaka ini sejak awal didesain untuk 
menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketentuan 
hukum Islam dan Hindu tentang larangan pernikahan, 
serta persamaan dan perbedaannya pada kedua hukum? 
Hasil penelitian menemukan bahwa hukum Islam 
mengatur masalah larangan perkawinan yang lebih 
ditekankan kepada kurun waktu berlakunya larangan 
tersebut, adakalanya larangan tersebut berlaku untuk 
selamanya (muabbad), dan adakalanya pula hanya berlaku 
untuk sementara waktu sampai hal-hal yang menyebabkan 
pelarangan tersebut berakhir (muwaqqat). Sedangkan 
dalam hukum Hindu ketentuan larangan pernikahan lebih 
ditekankan pada subyek atau pelaku hukum itu sendiri. 
Hal ini dilatar belakangi adanya pembagian fungsi, hak 
dan tanggung jawab manusia dalam masyarakat yang 
diwujudkan dalam sistem warna (Brahmana, Ksatriya, 
Waisya, dan Sudra) sehingga pelarangan tersebut lebih 
ditekankan berdasarkan golongan warna. Termasuk dalam 
larangan untuk selamanya (muabbad) pada hukum Islam 
adalah pelarangan karena nasab, adanya hubungan 
musaharah, dan hubungan susuan. Sedangkan larangan 
sifatnya muwaqqat termasuk di dalamnya larangan 
pernikahan karena mengumpulkan dua orang bersaudara, 
terikat oleh hak orang lain, musyrik, wanita yang telah 
dicerai tiga kali, dan menikahi lebih dari empat orang 
wanita. Sedangkan dalam Hindu ketentuan berdasarkan 
golongan ini dibagi menjadi larangan untuk golongan 
Dwijati (larangan Assapinda dan larangan berdasarkan 
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warna) dan larangan untuk semua golongan (larangan 
jenis keluarga, kategori wanita, larangan berdasarkan 
warna).  
Kata Kunci: Perkawinan Islam, Perkawinan Hindu, Kasta 
dan Larangan Nikah 
Pendahuluan 
Hukum Islam adalah ketentuan dasar yang bersumber dari 
dan menjadi bagian agama Islam. Secara sederhana hukum 
berarti peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang 
mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik 
peraturan atau norma yang berkembang dalam masyarakat 
maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu 
dan ditegakkan oleh penguasa.1 Hukum Islam juga berarti semua 
ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini 
terdapat dalam al-Qur’an dan penjelasan nabi Muhammad dalam 
kedudukan sebagai Rasulullah yang kini dapat dibaca dalam 
kitab-kitab hadis\.2  
Hukum Hindu adalah norma-norma yang bersumber dari 
ajaran agama Hindu yang mengatur tingkah laku manusia. 
Istilah hukum dalam agama Hindu adalah Dharma. Sumber-
sumber hukum Hindu antara lain adalah Śruti, Smrti (Manawa 
Dharmacastra),  Sila (Tingkah laku orang suci),  Ācāra 
(Kebiasaan positif), Atmanastuti (Kesepakatan),  Nibhanda 
(kitab-kitab Hindu di luar Veda seperti lontar-lontar) dan 
Paswara (titah raja)3 
Dari beberapa sumber hukum di atas, acuan yang 
digunakan dalam pembahasan ini adalah kitab Weda Smrti 
Manawa Dharmacastra Compendium hukum Hindu. Kitab ini 
berisi kumpulan hukum Hindu yang terdiri dari dua belas buku 
atau bab yang di antaranya memuat hukum penciptaan, sumber-
sumber hukum (Dharma), hukum perkawinan, hukum cara 
                                                                
1 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 
Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 6, 2005),  42-43 
2 Ibid., 51 
3 Hukum Hindu, http://hindupedia.portalhindu.com/hukum-hindu/ diakses 
tanggal 13 Januari 2011 
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mencari sumber kehidupan, hukum makanan yang 
diperbolehkan dan dilarang, Wanaprasta, Raja (kepala negara 
dan tata negara), hukum sipil dan pidana, kewajiban suami istri, 
masa kesulitan, Jenis-jenis pidana, dan perpindahan jiwa. 
Dalam Islam banyak ayat hukum al-Qur’an yang mengatur 
masalah keluarga, termasuk perkawinan. Perkawinan atau 
pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan 
dua kata, yaitu nakaha dan zawaja, kedua kata ini yang terpakai 
dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat 
dalam Al-Qur’an dan Hadis\ Nabi.4 Kata nakaha banyak 
ditemukan dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam 
surat an-Nisa’ ayat 3 Begitu pula kata zawaja juga bermakna 
kawin seperti disebutkan dalam Surat Al-Ahzab dapat 
ditemukan dalam ayat 37 
Dalam agama Hindu perkawinan adalah salah satu bentuk 
dari kesatuan yang membentuk suatu tatanan sosial, moral, dan 
pelayanan agama untuk kemanusiaan. Ikatan perkawinan dalam 
Hindu telah dikonsep oleh orang-orang bijak Hindu terdahulu 
sebagai salah satu bentuk wadah dimana laki-laki dan 
perempuan menyelesaikan dan memperbaiki kerusakan di dunia, 
nafsu duniawi, dan ketidak sempurnaan manusia.5  
Dalam agama Hindu pernikahan juga disebut wiwaha  
(pernikahan) yang berarti momentum awal dari Grahasta 
Ashram, yaitu tahapan kehidupan berumah tangga. Grahasta 
Ashram adalah tahapan kehidupan kedua setelah Brahmacari 
Ashram (masa belajar) sebelum tahapan ketiga Wanaprasta 
Ashram (masa pensiun), dan sebelum tahapan keempat Sanyasin 
Ashram (masa hidup mandito). Grahasta Ashram secara sah 
dimulai pada saat seorang lelaki dan seorang wanita mengangkat 
sumpah untuk hidup bersama dengan direstui dan disaksikan 
oleh kedua orang tua/wali,  diberkati dengan mantra suci Weda 
oleh Pinandita, dan dicatat oleh Parisadha Hindu Dharma. 
                                                                
4 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 1997), 2 
5 Subodh Kapoor, Ancient Hindu Society, Volume Three, (India: Cosmo 
Publication, 2002), 879-880  
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Wiwaha adalah ikatan suci dan komitmen seumur hidup menjadi 
suami-istri dan merupakan ikatan sosial yang paling kuat antara 
laki laki dan wanita. Wiwaha harus berdasarkan pada rasa saling 
percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan 
saling berbagi tanggung jawab secara sama rata, saling 
bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan berpisah.6 
 Berangkat dari penjelasan sederhana di atas, penelitian 
ini berusaha menjawab larangan pernikahan dalam perspektif 
hukum Islam dan hukum Hindu, untuk kemudian 
mengkomparasikannya untuk mengetahui dari persepektif kedua 
agama atas masalah tersebut, kemudian mencari persamaan dan 
perbedaannya, sehingga tidak terjadi kerancuan praktek hukum 
di masyarakat.  
Larangan Menikah dalam Islam 
Larangan perkawinan atau “Mahram” berarti yang 
terlarang atau “sesuatu yang terlarang” maksudnya ialah 
perempuan yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar 
larangan perkawinan dengan seorang perempuan yang telah 
disepakati ada dua macam yaitu larangan Muabbad dan 
Muwaqqat. 7 Larangan Muabbad yaitu larangan mengawini 
untuk selamanya. Larangan abadi itu disebabkan oleh tiga hal 
yaitu: karena ada hubungan darah, ada hubungan musaharah 
(perkawinan), dan karena ada hubungan sesusuan. Larangan ini 
diterangkan Allah dalam surah An-Nisa  ayat 23 
Berdasarkan ketentuan surat al-Nisa, 23 maka wanita-
wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian 
nasab adalah Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam 
garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak 
ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas). Selain itu, anak 
perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis 
lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik 
dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya 
kebawah. Larangan juga berlaku bagi Saudara perempuan, baik 
                                                                
6 e-kuta.com/blog/...bali/pewiwahan-pernikahan-dalam-hindu.htm 
7 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Perkawinan, Cetakan ke-4, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 2004),  44 
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seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja dan bibi saudara 
perempuan ayah atau ibu, saudara sekandung ayah atau seibu 
dan seterusnya kebawah. Larangan juga berlaku bagi 
kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan 
saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya 
kebawah.8 
Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan 
seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki 
dengan kerabat si perempuan, begitu pula sebaliknya. 
Hubungan-hubungan tersebut dinamakan Musaharah. Dengan 
terjadinya hubungan musaharah timbul pula larangan 
perkawinan.9 
Perempuan-perempuan yang termasuk dalam larang untuk 
menikah (dinikahi) oleh seorang laki-laki untuk selamanya 
karena hubungan musaharah tersebut dijelaskan dalam 
ketentuan surat an-Nisa, 22 dan 23.  Golongan ini terdiri dari 
empat golongan perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau 
ibu tiri, perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki 
(menantu), Ibu dari istri (mertua), anak dari istri dengan 
ketentuuan istri sudah pernah digauli. 
Ulama sepakat terhadap larangan perkawinan dengan ibu 
tiri dan menantu sebagaimana disebutkan pada poin 1 dan 2 
diatas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan 
semata telah terjadinya antara ayah dengan ibu tiri atau antara 
anak dan menantu.  Adanya sifat fi hujurikum dalam ayat yang 
berati “dibawah pemeliharaanmu”, tidak mengandung arti secara 
spesifik. Yang berbeda pendapat dalam hal ini hanyalah ulama 
Zahiriyah yang mengatakan bahwa anak tiri itu haram untuk 
dinikahi bila ia berada dalam asuhan suami, dalam arti bila ia 
dibawah asuhan orang lain maka ia boleh untuk dinikahi oleh 
suami setelah ia bercerai dengan istrinya.10 
                                                                
8 H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah 
Lengkap, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), 66 
9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cetakan III,  
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 112 
10 Ibn Hazm, Al-Muhalla, (Al Matba’ah Al-Jumhuriyah Al ‘Arabiyyah: 
Mesir, 1970), 527 
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Dalam Al Qur’an memang dinyatakan bahwa anak tiri itu 
haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki bila ia telah bergaul 
atau dukhul dengan ibunya tidak hanya sekedar melangsungkan 
akad nikah. Hal yang disepakati adalah bahwa yang 
menyebabkan haramnya untuk dikawini adalah bila telah terjadi 
hubungan kelamin sedangkan perbuatan lain sebelum itu masih 
dalam perdebatan dikalangan ulama. Imam Malik, As\-s\auri, 
Abu Hanifah, Al-Auza’i dan satu pendapat dari imam As-Syafi’i 
berpendapat bahwa menyentuh dengan syahwat telah 
menyebabkan haram. 
Daud Az-Zahiri dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa 
tidak ada yang menyebabkan haram kecuali hubungan kelamin. 
Menurut Imam Malik, memandang dengan syahwat telah 
menyebabkan hubungan haram, sebagaimana menyentuh 
dengan dengan syahwat. Dengan ulama Hanafiyah menyatakan 
bahwa memandang yang mengharamkan hanyalah memandang 
alat vital si istri. Adapun mertua menurut jumhur ulama 
keharamannya untuk dikawini oleh bekas menantunya adalah 
semata telah terjadi akad nikah dengan anaknya baik bergaul 
dalam dalam perkawinan itu atau tidak. Segolongan ulama 
berpendapat bahwa mertua itu baru haram untuk dikawini bila 
telah bergaul (dukhul) dengan anaknya setelah akad nikah itu. 
Sebagaimana haramnya anak tiri untuk dikawini setelah ayah 
bergaul dengan ibunya.11 
Ulama Hanafiyah dan ulama Syi’ah berpendapat bahwa 
zina menyebabkan hubungan musaharah.12 Namun diantara 
keduanya terdapat perbedaan. Menurut Hanafiyah hubungan 
haram berlaku sebelum melangsungkan perkawinan dan berlaku 
pula setelah berlangsungnya perkawinan. Misalnya seseorang 
berzina dengan anak tirinya putuslah hubungan perkawinan 
antara dia dan istrinya, karena dengan perzinaan itu istrinya 
sudah seperti mertuanya. Sebagian golongan ulama Syi’ah 
                                                                
11 Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wanihayati Al-Muqtasid, Juz 2, (Beirut:Dar 
al-Fikr, 2005), 25 
12 Ibn Rusyd, Bidayatul..., 26 dan Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Al-
Imam Ja’far As-Siddiq, (Iran: Muassasah Anshoriyah, 1999), 192 





The Indonesian Journal of Islamic Family Law 
Volume 01, Nomor 01, Juni 2011 
 
58 
menjelaskan bahwa zina menyebabkan hubungan musaharah 
bila zina itu berlangsung sebelum terjadinya perkawinan dan 
dengan sendirinya mencegah terjadinya perkawinan karena 
adanya hubungan musaharah, tetapi bila zina itu terjadi setelah 
terjadinya perkawinan tidak menyebabkan perkawinan itu 
menjadi terputus.13 
Perbedaan pendapat dalam larangan menikah karena 
hubungan musaharah berpangkal dari perbedaan pendapat 
ulama dalam persyaratan timbulnya hubungan musaharah, 
apakah hanya dengan akad perkawinan, atau bergaul (dukhul), 
karena meskipun Al-Quran telah mengatur secara jelas, akan 
tetapi masih menyisakan ketidakpastian dalam pandangan 
ulama. 
Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini perempuan 
karena adanya hubungan musaharah, sebaliknya perempuan 
tidak boleh menikah dengan laki-laki untuk selamanya 
disebabkan hubungan musaharah larangan ini terdapat dalam 
laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya, ayah dari 
suami atau kakeknya, anak-anak dari suaminya atau cucunya 
dan laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu 
perempuannya.14 
Selain terhadap golongan di atas, larangan menikah juga 
disebabkan hubungan sesusuan. Keharaman atas hubungan 
sesusuan ini menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia 
haram dikawin oleh laki-laki karena adanya hubungan sesusuan 
sama seperti pada pertalian nasab. Mereka itu adalah Perempuan 
yang menyusui, Ibu dari perempuan yang menyusui, Ibu dari 
suami perempuan yang menyusui, karena juga dianggap sebagi 
nenek dari ayah, saudara perempuan dari perempuan yang 
menyusui, Saudara perempuan dari suami si perempuan yang 
menyusui, anak dan cucu perempuan dari perempuan yang 
menyusui, seperti keharaman atas saudara dan cucu perempuan, 
Saudara perempuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu 
dari perempuan yang menyusui. 
                                                                
13 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Al-Imam..., 193 
14 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan...,115 
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Selain larangan yang bersifat Abadi, Islam juga mengenal 
larangan temporer yang disebut dengan larangan Muwaqqat. 
Larangan perkawinan dengan seorang wanita hanya berlaku 
pada waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang 
mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan itu 
boleh dilaksanakan. 
Tahrim muwaqqat ada yang mutafaq ‘alaih (yang 
disepakati ulama), dan adapula yang mukhtalaf ‘alaih. Adapaun 
Tahrim Muwaqqat yang disepakati ulama ialah mengumpulkan 
dua wanita yang masih memiliki hubungan saudara dalam 
sebuah perkawinan dalam waktu bersamaan. Keharaman 
mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu perkawinan 
disebutkan dalam lanjutan Surat Al-Nisa’ ayat 23. Keharaman 
mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan juga 
diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan 
keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam 
sebuah Hadis\\\ nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim 
dari Abu Hurairah bahwa  rasul melarang “nikahi perempuan 
beserta saudara ayahnya yang perempuan, jangan pula dengan 
saudara ibunya yang perempuan, jangan dengan anak 
perempuan saudaranya yang perempuan.” 15 
Ayat 23 Al-Nisa’ menerangkan bahwa diharamkan 
seorang laki-laki mengumpulkan sebagai istri dua orang wanita 
yang bersaudara. Hadis\\\ Abu Hurairah melarang 
mengumpulkan seorang wanita dengan saudara perempuan 
bapaknya atau dengan saudara perempuan ibunya. Kalau dilihat 
hubungan antara ayat 23 An-Nisa’ dengan Hadis\\ Abu Hurairah 
maka dari hubungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
boleh melakukan qiyas.16  
Larangan juga berlaku bagi wanita yang terikat oleh hak 
orang lain, yang disebabkan oleh perkawinan atau terikat oleh 
                                                                
15 Musnad Ahmad, Hadis\\ ke 15008, Juz 31, 42 
16 Qiyas adalah membandingkan suatu hukum yang telah ada ketentuannya 
dengan hukum yang lain yang tidak nash yang menayatakannya dengan jelas 
dikarenakan ada sifat persamaan antara keduanya. Kamal Muchtar, asas-asas 
hukum Islam tentang perkawinan, 55 
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hak mantan suaminya dalam masa ‘iddah dilarang untuk 
dinikahi. Larangan menikahi wanita yang bersuami serta wanita 
dalam masa ‘iddah talak raj’i dan talak ba’in tertuang dalam 
firman Allah dalam al-Nisa’:23,24 dan al-Baqarah: 228. Adapun 
larangan bagi wanita yang berada dalam masa iddah karena 
suaminya meninggal dunia terdapat dalam surat al-Baqarah: 
234. Larangan juga berlaku wanita-wanita yang musyrik, 
jumhur bersepakat tentang keharaman laki-laki atau perempuan 
yang beragama Islam menikah dengan wanita dan laki-laki 
musyrik, hal ini berlandaskan firman Allah al-Baqarah: 221.17 
Ketentuan al-Qur’an juga melarang  Wanita yang telah 
diceraikan oleh suaminya tiga kali haram dinikahi lagi oleh 
bekas suaminya itu, kecuali bekas istrinya tersebut telah 
menikah dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang 
sebenarnya, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya. 
Ketentuan ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah: 230.18 
Larangan juga berlaku bagi laki-laki yang menikahi lebih dari 
empat orang wanita  dalam waktu yang sama berdasarkan 
ketentuan yang terdapat dalam surat an-Nisa: 3. 19 golongan 
Rafidhah dan sebagian ahli Dhahir, boleh seorang laki-laki 
mengawini lebih dari empat orang istri dalam waktu yang sama, 
karena mereka berpendapat bahwa perkataan “masna”, 
“tsulatsa” dan “rubaa’ ” yang terdapat dalam ayat diatas berarti 
“dua dan dua”, “tiga dan tiga”, “empat dan empat” sedang 
“alwaw” berarti “tambah” (“liljam’i”). karena itu maksud ayat 
menurut pendapat meraka adalah bahwa seorang laki-laki boleh 
mengawini wanita sebanyak 2+2 dan 3+3 dan 4+4=18.20 
Larangan Menikah dalam Hukum Hindu 
Larangan pernikahan dalam Hukum Hindu dikenal dengan 
istilah Gamya gamana yang berarti hubungan kekeluargaan 
vertikal horisontal dan pertalian semenda yang terdekat sampai 
batas-batas tertentu. Sebanarnya dalam hukum Hindu tidak 
                                                                
17 Ibid., 35 
18 Ibid., 36 
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 77 
20 As-Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah, jil. VI, 250 
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disebutkan secara tegas kata-kata larangan menikah, akan tetapi 
larangan-larangan menikah tersebut dengan jelas diatur dalam 
kitab Manava Dharmacastra. Selain larangan Assapinda atau 
Assagotra di atas juga terdapat larangan karena latar belakang 
keluarga, kategori wanita, dan larangan menikah dengan wanita 
yang mempunyai nama yang dianggap menakutkan. 21 
Dalam ajaran Hindu masyarakat dikategorikan 
berdasarkan warna-warna yang membedakan strata dan status 
sosial yang akan berimbas pada perbedaan tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang dalam kehidupan masyarakat. Istilah 
warna berasal dari kata Sanskerta: वर्ण; vara. Akar kata warna 
berasal dari bahasa Sanskerta vrn yang berarti "memilih (sebuah 
kelompok)".22 Kata kasta sendiri yang lebih populer di 
masyarakat sebenarnya tidak dijumpai dalam naskah suci Hindu, 
semua naskah suci menyebutkan istilah warna yang artinya 
guna dan karma yakni penggolongan seseorang berdasarkan 
bakat atau kemampuan dalam memilih pekerjaan. Dalam konsep 
tersebut diuraikan bahwa meskipun seseorang lahir dalam 
keluarga Sudra (budak) ataupun Waisya (pedagang), apabila ia 
menekuni bidang kerohanian sehingga menjadi pendeta, maka ia 
berhak menyandang status Brahmana (rohaniwan). Jadi, status 
seseorang tidak didapat semenjak dia lahir melainkan didapat 
setelah ia menekuni suatu profesi atau ahli dalam suatu bidang 
tertentu.23 
Dalam tradisi Hindu, Jika seseorang ahli dalam bidang 
kerohanian maka ia menyandang status Brāhmana. Jika 
seseorang ahli atau menekuni bidang administrasi pemerintahan 
ataupun menyandang gelar sebagai pegawai atau prajurit negara, 
maka ia menyandang status Ksatriya. Apabila seseorang ahli 
dalam perdagangan, pertanian, serta profesi lainnya yang 
                                                                
21Himpunan Keputusan Seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama 
hindu I-XV, http://www.babadbali.com/canangsari/hkt-perkawinan.htm, 
diakses pada tanggal 20 Juni 2011. 
22 http://id.wikipedia.org/wiki/Warna_(Hindu) 
23 Kt. Wiana, Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa, 
(Surabaya: Paramita, 2006), 24 
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berhubungan dengan niaga, uang dan harta benda, maka ia 
menyandang status Waisya. Apabila seseorang menekuni profesi 
sebagai pembantu dari ketiga status tersebut (Brahmana, 
Ksatriya, Waisya), maka ia menyandang gelar sebagai Sudra. 
Karena ketiga golongan tersebut mempelajari Weda maka 
kepada tiga golongan tersebut diberikan gelar Dwijati.24  
Selanjutnya untuk ketiga golongan ini ditentukan aturan tertentu 
yang harus dilakukan dan harus dihindari terkait masalah 
perkawinan. 
Larangan pertama biasa dikenal dengan sebutan Assapinda 
yang berarti larangan menikah karena hubungan keluarga 
sedarah dari keluarga ayah. Dalam bahasa lain larangan ini 
disebut dengan larangan asagotra. Maksud dari asagotra ini 
adalah perkawinan dengan sistem croscousin dan keluar, yakni 
tidak mengambil istri ataupun suami dengan orang yang masih 
memiliki hubungan semenda, dari anak saudara laki-laki ayah 
dan anak saudara perempuan ayah, juga tidak mengambil istri 
atau suami dari anak saudara laki-laki dan saudara perempuan 
ibu. Larangan ini disebutkan dalam kitab Manawa Dharmacastra 
Buku Ketiga (Tritiyo ‘dhayyah) ayat: 5: 
Meskipun dalam ayat ini disebutkan bahwa menikahi 
wanita dari garis ibu dan ayah dilarang, tapi kemudian larangan 
dikhususkan untuk kalangan dwijati. Dwijati atau orang yang 
ber-dwijati adalah orang yang telah selesai mempelajari weda. 
Kemudian makna dari istilah ini dipersempit menjadi gelar yang 
diberikan kepada golongan Triwangsa (Brahmana-Ksatria-
waisya).25 Sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut bahwa 
larangan ini dikhususkan untuk dwijati, maka larangan ini tidak 
berlaku untuk golongan Sudra, dalam artian golongan Sudra 
                                                                
24 Dalam Hindu Jati bermakna kelahiran, pada dasarnya manusia hanya 
memiliki satu Jati yaitu dilahirkan dari rahim ibunya, akan tetapi setelah ia 
berguru dan mempelajari Weda maka ia mengalami kelahiran kedua. Dengan 
hal itu ia disebut ber-Dwijati. 
25 Brahmana ialah golongan pendeta atau agamawan Hindu, Ksatria adalah 
golongan birokrat, pejabat, dan militer negara, sedangkan Waisya adalah 
golongan pengusaha dan pedagang kaya. 
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tetap boleh menikah dengan saudara dari garis darah ayah 
maupun ibu. 
Larangan kedua muncul Berdasarkan Warna. Meskipun 
larangan yang didasarkan pada urutan warna ini bersifat tidak 
mutlak akan tetapi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan 
mengingat perkawinan adalah babak awal untuk membentuk 
suatu tatanan masyarakat baru dan setiap warna memiliki 
tanggung jawab dan hak dengan kadar yang berbeda, maka 
perbedaan warna yang dapat memberatkan beban salah satu 
pihak dihindari. 
Larangan menikah berdasarkan perbedaan warna 
dinyatakan dalam Weda Smrti dengan kalimat anjuran untuk 
menikahi warna-warna tertentu untuk golongan Dwijati, 
kemudian ayat-ayat ini ditafsirkan sebagai larangan ketika tidak 
sesuai dengan anjuran tersebut. Ayat Weda yang menjelaskan 
hal tersebut adalah Ayat 12-14 Weda Smrti  
Selanjutnya pada ayat 13 disebutkan bahwa seorang laki-
laki Sudra hanya menikahi wanita Sudra, hal ini dimaksudkan 
untuk memberikan pertimbangan rasional kepada manusia 
dimana seorang laki-laki akan menanggung seluruh kebutuhan 
istri dan anak-anaknya, ketika seorang laki-laki Sudra menikahi 
golongan di atasnya semisal dari warna Ksatriya maka akan 
dimungkinkan laki-laki tersebut akan merasa sangat keberatan 
dengan gaya hidup dan kebiasaan wanita dari status sosial 
diatasnya tersebut. Dengan demikian tujuan pernikahan untuk 
membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan penuh cinta 
kasih akan sangat sulit diwujudkan. Berdasar pada alasan 
tersebut maka hukum ini melarang menikah dengan warna yang 
lebih tinggi derajat darinya.  
Selain itu ayat ini juga menyiratkan bahwa Hukum Hindu 
dalam masalah perkawinan menganut asas monogami yang 
memperbolehkan poligami dimana seorang laki-laki Sudra 
hanya boleh menikahi seorang wanita Sudra, laki-laki Waisya 
menikahi seorang wanita Waisya dan Sudra, seorang Ksatriya 
menikahi seorang wanita Ksatriya, Waisya, dan Sudra, serta 
seorang laki-laki Brahmana menikahi wanita Brahmana, 





The Indonesian Journal of Islamic Family Law 
Volume 01, Nomor 01, Juni 2011 
 
64 
Ksatriya, Waisya, dan Sudra. Alasan mengapa laki-laki dari 
warna yang derajatnya lebih tinggi boleh menikahi lebih dari 
satu wanita adalah karena status sosialnya yang tinggi serta 
kemampuan ekonominya yang juga lebih menjamin untuk dapat 
menghidupi lebih dari satu orang istri. Namun perlu digaris 
bawahi bahwa kebolehan poligami dalam ayat ini juga dibatasi 
dengan empat orang istri. Dalam penerapannya hukum ini sering 
dikaburkan sehingga seolah poligami dalam Hindu tidak terbatas 
pada jumlah, padahal yang demikian itu melanggar Hukum 
Manu.26 
Perkawinan dalam Hindu yang juga menganut asas 
anuloma mengharuskan penganutnya untuk menikahi wanita 
yang sama derajatnya sebagai istri pertama, dan setelah itu 
barulah diperbolehkan menikah lagi dengan wanita dari derajat 
dibawahnya bila ia menghendaki.27 Dalam ayat tersebut 
dicontohkan seorang laki-laki Brahmana harus mengawini 
wanita Brahmana sebagai istri pertamanya dan baru boleh 
mengawini istri kedua, ketiga, dan keempat dari tiap-tiap warna 
bila laki-laki tersebut menghendaki menikah lebih dari satu. 
Larangan menikah berdasarkan ketentuan warna ini amat 
ditekankan dalam Hukum Hindu karena dipercaya dapat 
menimbulkan kehinaan dan kesengsaraan bagi yang 
melanggarnya, akibat dari pernikahan yang dilarang ini dapat 
mengakibatkan turunnya status sosial seseorang pada warna 
yang lebih rendah, demikian pula anak yang akan dilahirkan dari 
pernikahan itu, dan bahkan dapat menjadi sebab seseorang tidak 
dapat mencapai surga.28 Penjelasan ini ditemukan dalam ayat 
15-18 Weda Smrti  
Hukum Hindu menetapkan bahwa seseorang harus 
memperhatikan jenis atau kriteria keluarga calon pasangannya 
untuk memilih pasangan hidup. Dalam kitab Manawa 
                                                                
26  Kt. Wiana & Raka Santeri, Kasta dalam Hindu, Kesalahpahaman 
Berabad-abad, (Denpasar: Yayasan Dharma Naradha, 1993), 108 
27 Anuloma adalah asas menurut urutan garis menurun berdasarkan urutan 
warna dalam pernikahan poligami 
28 Pasek Diantha, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Kasta dalam Perspektif 
Hukum dan Ham, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), 98 
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Dharmacastra Buku Ketiga ayat enam disebutkan bahwa untuk 
memilih pasangan hidup seseorang harus memperhatikan 
ketentuan Hukum Hindu tentang sepuluh kriteria keluarga yang 
harus dihindari “Mahantyapi samrddhani goja widhana 
dhanyatah, strisambandhe da caitani kulani pariwarjayet 
(Dalam memilih istri hendaknya ia menghindari baik-baik 
kesepuluh macam jenis keluarga tersebut dibawah ini, 
betapapun terkenalnya, atau kayanya, dengan ternak, kuda, 
biri-biri, padi atau kekayaan lainnya).29 
Dalam redaksi ayat di atas disebutkan kata “dalam 
memilih istri”, secara harfiah larangan ini hanya ditujukan untuk 
larangan menikahi wanita yang berasal dari keluarga tertentu, 
namun dalam prakteknya larangan dalam ayat ini tidak hanya 
ditujukan bagi laki-laki untuk menikahi wanita dari jenis 
keluarga tertentu, namun juga sebaliknya, wanita juga dilarang 
untuk menikah dengan laki-laki yang berasal dari keluarga 
tersebut. Sepuluh jenis keluarga yang dilarang untuk dinikahi 
adalah Hina Kriyam nispurusam nicchando roma carcasam, 
ksayyamayawya pasmari cwitrikusthi kulani ca (Kesepuluh 
macam ialah, keluarga yang tidak menghiraukan upacara suci, 
tidak mempunyai keturunan laki-laki, keluarga yang tidak 
mempelajari Weda, keluarga yang anggota badannya berbulu 
tebal, keluarga yang mempunyai penyakit wasir, penyakit jiwa, 
penyakit maag, penyakit ayan atau lepra).30 
Ajaran agama Hindu juga memiliki larangan berdasarkan 
kategori wanita yang harus dihindari kategori perempuan 
tersebut adalah wanita yang berambut kemerah-merahan, 
Wanita yang memiliki cacat badan, Wanita yang berpenyakit 
serius, Wanita yang tidak memiliki bulu sama sekali, Wanita 
yang memiliki bulu badan terlalu banyak, Wanita yang banyak 
bicara, Wanita yang bermata merah. Larangan menikahi wanita 
dengan kategori tertentu dalam Hukum Hindu tersebut dapat 
dipahami karena tujuan pernikahan adalah untuk membina 
                                                                
29 Manawa,..., 133-134 
30 Ibid., 134 baca juga Penjelasan G. Pudja dan Tjokorda Rai atas Kitab 
Manawa Dharmacastra,..., 134 
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keluarga bahagia dan melahirkan yang baik, karena hal itulah 
Hindu menekankan betapa pentingnya kriteria wanita yang akan 
dijadikan istri.31 Kategori wanita yang dilarang untuk dinikahi 
tersebut terdapat dalam Manawa Dharmacastra Buku Ketiga 
ayat delapan yang berbunyi Nodwahet kapilam kanyam 
nadhikanggi na roginim nalomikam natilomam na wacatam na 
pinggalam. 
Penganut agama Hindu yang mengikuti ajaran Hukum 
Hindu yang bersumber dari Weda meyakini bahwa nama adalah 
hal yang sangat penting bagi manusia, nama dapat memberi 
pengaruh bagi pertumnuhan watak dan kepribadian seseorang. 
Bila seseorang diberikan nama yang baik oleh orang tuanya, 
maka ia akan tumbuh menjadi manusia yang baik perangai dan 
budi pekertinya, dan begitu pula sebaliknya jika seseorang 
menyandang nama yang buruk maka ia akan tumbuh sebagai 
orang yang buruk karakter dan kepribadiannya. Weda 
mengajarkan agar para orang tua memberikan nama yang baik 
untuk anak-anaknya.32 Hukum Hindu mengatur untuk tidak 
menikahi orang-orang yang memiliki nama yang dianggap 
buruk atau menakutkan menurut weda, kemudian hal ini 
menjadi larangan pernikahan dimana seseorang dilarang untuk 
menikah dengan orang yang memiliki nama-nama tersebut. 
Adapun nama-nama yang dianggap buruk dan menakutkan 
menurut Manawa Dharmacastra Buku Ketiga ayat sembilan 
adalah nama bintang, nama pohon, nama sungai atau dengan 
yang memakai nama dari orang hina, nama gunung, nama 
burung, nama ular, nama budak belian atau yang dengan nama 
yang menyeramkan.33 
Pada ayat delapan dan sembilan Buku Ketiga Manawa 
Dharmacastra menerangkan tentang kategori personal yang 
dilarang untuk dinikahi, lalu bagaimana sebenarnya kriteria 
seseorang yang baik untuk dijadikan pasangan?. Menurut 
                                                                
31 Subodh Kapoor, Ancient Hindu Society, ..., 891 
32 Gde Pudja, Sarasamuccaya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu 
Departemen Agama RI, 1981), 127 
33 Ibid, 134 
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Hukum Hindu kategori wanita ideal untuk dinikahi adalah yang 
tidak memiliki cacat tubuh, memiliki nama yang indah, berjalan 
dengan gemulai yang diibaratkan seperti seekor angsa atau 
gajah, memiliki bulu yang proporsional, memiliki gigi kecil dan 
anggota badan yang lembut. Hal ini disebutkan dalam ayat 
sepuluh yang berbunyi Awyangganggim saumyanamnim hamsa 
warna gaminim, tanuloma kecadacanam mrdwanggi 
mudwaherstriyam. 
Penutup 
Ketentuan larangan pernikahan dalam hukum Islam adalah 
bahwa larangan perkawinan berasal dari kata “Mahram” berarti 
yang terlarang, “sesuatu yang terlarang” maksudnya ialah 
wanita yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar 
larangan perkawinan ada dua macam yaitu larangan Muabbad 
dan Muwaqqat. Yang termasuk dalam mahram muabbad adalah: 
larangan karena hubungan nasab, hubungan musaharah, dan 
hubungan susuan. Sedangkan yang termasuk dalam larangan 
muwaqqat adalah: mengumpulkan dua perempuan bersaudara 
dalam satu waktu, wanita yang terikat dengan hak orang lain, 
wanita-wanita yang musyrik, wanita yang telah dicerai tiga kali, 
dan mengawini lebih dari empat wanita dalam waktu bersamaan. 
Ketentuan larangan pernikahan dalam hukum Hindu diatur 
dalam kitab Manava Dharmacastra yang terdiri atas larangan 
bagi golongan Dwijati dan larangan bagi semua golongan. 
Khusus untuk golongan Dwijati meliputi larangan Assapinda 
atau Assagotra, dan larangan menurut ketentuan warna. 
Sedangkan larangan untuk semua golongan terdiri atas larangan 
karena latar belakang keluarga, kategori wanita, dan larangan 
wanita yang mempunyai nama yang dianggap hina dan 
menakutkan. 
Persamaan ketentuan larangan pernikahan antara hukum 
Islam dan hukum Hindu terletak pada larangan pernikahan 
karena hubungan darah, larangan pernikahan karena perbedaan 
agama, larangan menikahi lebih dari empat wanita, dan larangan 
pernikahan karena kondisi sakit. Adapun perbedaan ketentuan 
larangan pernikahan antara hukum Islam dan hukum Hindu 





The Indonesian Journal of Islamic Family Law 
Volume 01, Nomor 01, Juni 2011 
 
68 
meliputi: perbedaan penggolongan macam-macam larangan, dan 
perbedaan tentang larangan tertentu yang tidak diatur oleh salah 
satu hukum yang terdiri dari larangan yang diatur dalam hukum 
Islam dan tidak diatur dalam hukum Hindu, serta larangan yang 
diatur dalam hukum Hindu dan tidak diatur dalam hukum Islam.  
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